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"~ Pemakzulan

Dimungkinkan
secara Kalkulasi
Politik

Sudah banyak alasan untuk memakzulkan Jokowi dan

putusan MK menjadi yvang paling vulgar.

FacHri AupHia Hare
red s e dininann e sy, com

NGGOTA DPR dari
T'raksi Partai Persat-
nan Pembhangunan
PPF) Syaifullah
Tamlha mengarakan hahwa
putusan Majelis Kehaor-
matan Mehkamah Eonstitusi
(MEME p dapat menjadi pintu
masuk hergnlivnya hak an
gket hingga menuju pemak-
zulan Presiden Joko Widodo,
Meskipun prosesnya panjang
dan melibatkan banyak pi-
hak, secara kalkulasi poltik
dimumgkinkan.

Saat ini MEME tengah
mengehur pemeriksaan ter-
hadap sembilan hakim WK
terkailt dugaan pelanggaran
ctik dalam perkara Nomor 90/
PUU XX12023 yang berkaitan
dengan syaral usia capres
dan cawapres. MEMK men-
argetkan akan menuntaskan
perkara dugaan pelanggaran
etik terhadap Ketua ME An-
war Usman pada 7 November.

“Kalan MEMEK rernyata ada
ternuan, ata perfemuan-per-
temuan yvang diatur dari awal.
diskenario dari awal cleh pre
shilem, btu hisa digunakan hak
anghket,” kata Syaitullah Tam-
liha di kompleks parlemen,
Sonayan, j{tk:ll'lu, kemarin,

Tamliha mengatakan hak
angket juga dapat berujung
pada permakzulan. Namuan,

untuk mencapai pemakzulan,
ity mem ul-: an Wi_l'k 1 }':: hg
lama. “Ya, pemakzukan me-
Lalui angket. itu memerlukan
wrak i vang lama kurang lehbik
enam bulan. Posisinya di DPR
dulu, habis di DPR dibawa ke
MEPR," ujar Tamliha,

“Mah. ita herarti BPD
gabung, ruh, ada 711 anggots
MR, Nah, susah uniik men
podi serengahmya ina, Tetapl
secara kalkulauf (politilk), sih,
biza,” tnmbahnya,

la menambahkan dasar
pengajuan hak angket itu
hila MEME menemukan
ada pelanggaran kode etik
rerhadap Kerma MK Anwar
Ueman. Anwar ikut dalam
memutns perkara Namoe
LETU RS R B Pl e “lya, arfi-
nya ada moral hazard untuk
memasukkan anak presiden
menjadh wakil presiden, fmg
biza jadi (hak angket),” ucap
Tamliha.

Banyak alasan

Direktur Eksekutif Indo-
nesia Political Opinion (1RO}
Dedi Kurnia Syeah menyebuar
sudah bhanyak alazan untuk
memakzulkan jn'lmwi s
kipun purasan ME menjadi
vang paling vulgar. Sisanya,
lanjut dia, keterlibatan Jokowi
dalam politik prakts, menge
lola relavwan. serta pembiaran
pada anggota kabinet merang-
kap posisi sebagal relawan.

“Misalnya, Wakil Mcnicri
.-'l.E Faria dar Tata Rmms Ao
Badan Pertahanan Masional
(ATE/BPN) Raja Juli Antoni
vang herkampanye, Men-
sesneg Pratikne yvang meng-
atur deklarazi Gibran, Men-
kaminfn Budi Avie, hingga
Wamendes, semuiaing hennak
tata kelola pemerintahan
yvang huruk, Presiden bertang
gung fawab aras sempa Keloe-
liruamn itn, itulah mengapa la-
yik dimakzulkan,” ujar Dedi.

Usuban pemggunaan hak an
ghket itu awalnya disampaikan
angzota Komisi X1 DPR dari
Fraksi PIM Perjnangan (FINEP)
Masinton Pasaribu. Saat ini
Masinton juga tengah menja-
ring dukungan lintas fraksi.

Parda Pasal 19% ayat (1)
Undang-Undang (UU) Ko
mor 17 Tahun 2014 tentang
L gl,'l s Permusyawararan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Dacrah, dan Dewan Perwa
kilan Rakyat Daerah (WD3)
dijelaskan bahwa hak angket
dapar diusulican paling sedikir
25 nrang anggata DPR. Lalu
lehih dari 1 fraksi.

Waeana hak i:||155u:! juga
darang davl anggora BPR
Fraksi PKS Mardani Ali Sera.
Menurutnya, putusan ME
vang menjodi pinte moasuk
Gibran untuk maju sebagai
cawapres itu hames ditelaah
dengan zalaama. (Sru/P-2)




